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~ Badan Pemeriksa Keuang

PPTK Jangan Sampau
Dlperlksa Penegak Hukqm

BUKI'ITINGGI-SINGGALANG

Pimpinan dan anggota.
Komisi 2 DPRD Sumbar
mengunjungi pemba-
ngunan Balai Diklat Tenaga
Penyuluh Pertanian di .
Bukittinggi. Gedungyang
menjadi temuan oleh

an (BPK) 2017 tersebut
‘sekarang masm terbeng
kalal .

Hasﬂ t‘emu;in BPK, se-.

kitar November 2017 itu
ada kelebihan uang yang

disetorkan kepada rekanan
Rp43 juta. Total anggaran

di 2017 itu sekitar Rp7,5
miliar.
Kuasa Pengguna Ang-

garan (KPA), Ollyandes
men]elaskan temuan ter-. .
sebut memang betul, cuma -

“per hari. -

sudah dlbayar oleh re-
kanan ke negara. Temuan
tersebut. disebabkan oleh
keterlambatan kontraktor

menyelesaikan pemmbun— ;
- an lantal. : :

Saat BPK melakukan
pemeriksaan lapangan,
timbunan belum diratakan,

- atau masih teronggok-.
© onggok. “Akhirnya setelah
- pemeriksaan BPK, pihak

rekanan langsung menger-

* jakannya,” ujarnya. :

- Tapi dalam mengerja-
kan sudah terhitung wak-
tuketerlambatan dari kon-
trak kerja. Ak1batnya P
juga harus membayar den-
da keterlambatan sekitar

Rpb.7. ]uta atau Rp5,1 juta
] “Jadi total uang -
yang dikembalikan tekan- %

an sekitar Rp115 juta,”
katanya. :

la menambahkan pe- -
ngerjaan proyek tersebut'»

sudah tahun ke dua. 2018
ini adalah tahun ketiga. Di
tahan ke tiga ini diang-

»gar’kan lagi Rp8 miliar.

“Rp7,6 miliar untuk fisik,”
katanya..-

* Menurutnya dengan ang
garan sebanyak itu, belum
akan selesai sampai finish.

Kemungkinan akan ada

tahap keempat. o
Wakil Ketua Kom151 2
DPRD Sumbar Muzli M.

- Nur, karena kontrak de-
‘ngan rekanan sudah habis

bagaimana lagi. Ke depan
LPSE diminta untuk lebih
selektif menentukan perne—
nang tender. Jangan cuma

gara-gara yang menawar’
‘paling rendah dijadikan
pemenang, akhirnya ba-

nyak masalah jadinya.
Sekretaris Komisi 2 Nof-
rizon, juga mengatakan hal
yang sama. Bahkan ada
tukang kerja bangunan

'yang mengadu ke padanya _

karena gaji tidak dibayar.
“Dikabarkan juga tukang
kerja diganti tiap sebentar,”
katanya. |

Dia menglngatkan KPA -
dan pejabat pelaksana tek- .
nis kegiatan (PPTK) agar
hati-hati. Jangan sampai
gara-gara salah menunjuk-
rekanan, mereka juga di- .

- panggil penegak hukuni.

Kunjungan tersebut juga
diikuti oleh anggota Komisi
2 lainnya yakni Komi Cha-
niago, Sudarmi Saogo, Zus-
mawati.

Kondisi balai diklat itu -
sekarang sudah berbentuk.

. Sudah dipasang atap. Lan-
‘tai masih tanah, plafon

belum, sebagian dinding
belum diplester. Pintu-
pintu ruangan belum ada.
Menurut pihak balai hingga
selesai akan menghabiskan
anggara Rp25 miliar. (402)



